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ABDSTRAK

salzh sare hasil dant Perubahan Undang-Undang Dasar Megar: Hepublik lndonesia
Tahun 1945 (UUD Negara Ki Tabun 1945) sdalah beralihnya supremazi Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR} menjadi supremasi konstitusi. Akibatmya, MPR bakan lagi lembaga teringgi negara
karema sernus lembaga negars didudukkan sederajar dalem mekanisme checks angd heianees.
Sememtara i, konstitusi diposisikan sebagai hukum lerlinggi yaug menganir dan membaas
kekuaszan lembaga-lembage negara, Perkembanpan konsep friey pofitica jusa st memengaruhi
perubehan struklur kelembagaan o Indonesia, T bhanyak negany, konsep klasik  menganai
pemiszhan kekuaswan tersebut dianggap tidak lagi sesuai dengan hehidupan ketatanezarsan karena
tiga fungsi kekuasaan yang ada tidak mampu menanggung belan negara dalam menyelenggarakan
pemerintahan, Lok menjawab wnmitan lersebun, negara membeniuk jenis lembaga neger bame
ving diharapkan dipat lebih responsif dalam mengatosi persoalan aktual negarn. Maka, berdiritah
berbagai lembaga negara banm datam bentuk dewan, komisi. kamite, badan, Haupun etorly, dengan
masing-masing migas dan wowenangnyis Beberapa uhli setp menpgelompokian fembaga negara
bantu dalam lingkup sksekutif, mamun ada pula sarfina yang menempatkannya tersendin sebagai
cabang keempat kekussaan penierintshan, Dalam keistunegaraan Republik Indonesia, kehadican
lembaga negara bantu banvak bermuneuian pasei-perubahan UL Negara BI Tahun | 945. Berbapa:
lembaga negara bantu tersebur tidisk dibentuk dengan dasar hukum yang seragam. Beherapn di
antaranya berdiri atas amenat konstitusi, nanu ada pule vang memperolsh lepitimasi beedasatkan
undang-undang aaupun keputusan presidea. Salah satu lemiaga negara hantu yang dibentuk dengan
undang-undang adalal Komisi Pemberantasan Kompsi (KPR} Walaupan bersifar irdependen den
behas dari kekuasaan manapen, KPK letap pergantung kepada kekuasan eksekulif dalom kiitan
dengan masalah keorganisasian, dan memiliki fibungan khisus dengan kekuasaon wudikarif dilam
bal penuntutan dan persidangan perkara tindak pidana kormpsi. Kedepannya, kedudukah lembaga
ncgara bantu seperti KPK membutubkan legitimasi hukum pung lebrh kuar dan lebib regas sera
dukungzn yang lebil besar dari masvarakat,
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BAB I
PENDAHIULUAN

A. Latar Belakang

Sejak merdeka lebih dari enam pulul tiga (63) tahun vang laby, Indonesia telah
mengalami berbagai peristiwa penting dalam bidang kenegaraan. Pergolakan masyarakat di
dacrah seperti pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di beberapa kota besar di
Indonesia, pendirian Megara Islam DITID di Jawa Barat. dan lain sebapainya. Peralihan
pemepgang kekuasaan pemeriniah di Indonesia vang telab mengalami lima kali perpantian
presiden, Seckamno yang menjadi Presilen Republik Indonesia (R1) pertama pada tahun
1945, digantikan eleh Seceharto pada tahun 1967, selanjutnya berturut-turut Soeharto
digantikan oleh B.J. Habibie tahun 1998, B.J. Habibie digantikan Abdurrshman Wahid
tahun 1999, Abdurrahmen Wahid dipantikan Megawati Soekarnoputd lahun 2001, dan
Megawatl Sockarnoputni digantikan oleh Susilo Bambang Yudhovono tahun 2004, Serta
perubahan hukum dusar negara yang telah dilakukan empat kali perubahan, menjadi bagian
vang tak terpisahkan dalam sejarah negara ind sejak awal terbentuknya hingea beberapa
twhun terakhir.

salah satu perkembangan yang besar dan sudut pandang  ketstanegaraan diawali
~eliki negara  ink mengalami  pejolak  pasca-krsis  moneter yang  mengakibatkan
tersingkirnya Presiden Socharto dari tampuk kekuoasazn pada tahun 1998, Setelah melewati
masa transisi vang dipimpin oleh Presiden 3.1, Habibic selama hampic sekitar dua tahun,

miutan kebutuhan skan sistem ketatanegaraan yang lebih batk pun mulai berusaha
wujudkan olch para petinggi di nepara ini. Tahun 1999 menjadi tongpak yang
“enyadarkan bangsa Indonesia bahwa ide pensakralan Undang-Undang Dasar MNegam
-publik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut 17U Negara RT Tahun 1945). yang

‘akukan oleh Presiden Socharlo selama hampir 32 tahun, tidaklah sesuval dalam



kehidupan bernepara. Sclama empat tabun, dad tahun 1999 hingpa tahun 2002, Majclis
Permusyawaratan Rakvat (MPR)} yang saat itu diketuni oleh Prof M. Amien Rais
melskukan empat kali perubahan yvang amat mendasar terhadap Undang-Undang Dasar
Megara BRI Tahun 1945, Ketatanegaraan Indonesia mengalami banvak perubahan setelah
selesainya empat perubahan Lndang-Undang Dasar Wegara 1] Tahun 1945 tersebut, Meski
disusun dengan metode tambal sulam (adendymy dan tanpa perencanaan vang memadai,
hasil perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 tersebot teldh mampu meletakkan sistem
ketatanegarnan baru yang lebih baik. Meskipun diresa masih ada kekurangan hasil
perumusan, namun dibandingkan dengan konstitusi sebelum perubahan, UUD Negara RI
Tahun 1945 hasil perubahan adalah konstitusi vang lebib demokratis',

PPerubahan konstitusi tersebut telah mengubah secara mendasar pula cetak bim
(Bfue pring) ketatanegaraan Indonesia di masa yang akan datanp. Secara kuantitatif, isi
Undang-Undang Dasar MNegara RI Tahun 1943 telah mengalami perubahan hampir 300
persen. Naskah Undang-Undang Dasar Nepara RI Tahun 1945 vang sebelumnya terdin
dari 71 butir ketentuan ayat atau pasal. saat ini menjadi memiliki 200 butir ketentuan.
Hanva sekitar 23 bulir kelentean vang sama sekali tidak berubah dan romusan ketentuan
vang asli, sementary sisanya schanyak 173 butir merupakan kelentuan-ketentuan baru.
Sclain itu. bagian Pembukaan, yang secara substansi berasal dari Piagam Jakarta, juga
tidak dijadikan obyek dalam perubahan tersebut’,

salah satu hasil dari perubahan konstilusi yang sanpat mendasar tersebut adalah
ceralihnya supremas] MPPR menjadi supremasi konstitusi, Sejak masa reformasi, Indonesia

tdak lagi menempatkan MPR sebagai lembaga tertingpi negara schingea semua lembaga

Denmy Indruyana, Komisi Negara: Evafivas! Kebimian don Tamangan Mase Depan, tersedia di

Uiendy Asshiddigie. Penpamar R Hukum Tara Nepara Jilid 1, Konstitusi Press, Jakorta, 2006, hal,



negara sedermjal kedudukannya dalam sistem checks ard bafances. Hal ini merupakan
konsekuensi dari supremasi konstitusi, di mana konstitusi diposisikan scbagal hukum
tL‘rtinggi yang mengalur dan membatasi kekuasaan lembaga-lembaga penyelenggoara
m:ga.ra:- Dengan demikian, Perubahan UL Wegara RI Tahun 1945 ini juga telah
meniadakan konsep superioritas suatn lembapa nepara atas lembapa-lembaga negara
lainnya dari struktur ketatanegarnan Republik Indonesia (R13.

Dalam  kurun wekiv vang cukup lama, konsep klasik wrias  politics vang
dikembangkan sejak abad ke-18 oleh Baron de Montesquien dikenal luas dan digunakan o
banyak negara sebagai dasar pembentukan struktur kenegaraan. Konsep ini membagi tiga
fungsi kekuasaan, yaitu lepislatf, eksekutif, dan yudikatif. Montesquieu menpidealkan
setiga funest kekuasaan negara itu dilembagakan masing-masing dalam tiga organ negara
vang berbeda, Setiap organ menjalankan satu fungsi dan satu organ dengan orpan lainnya
tidak boleh saling mencampuri urusan masing-masing dalam arti mutlak”, Walaupun tidak
secara tegas, negara Indonesia pun mengadopsi bentuk fries pofitica ini, Dalam praktiknya
‘ndonesia menerapkan pembagian kekuasaan (disiriburion of power), bukan pemisahan
wekuasaan (separation of power) yang merupakan prinsip reias polisice.

Seiring  berkembangnya ide-ide ‘mengenai keneparaan, konsep ey politica
Urasakan tidak lagl sesual mengingat tidak mungkinnya memperahankan eksklusifitas

ctiap organ dalam menjalankan fungsinva masing-masing secara terpisah. Kenvataan

sniunjukkan babwa hubungan antar-cabang kekuasaan itu pada praktiknva harus saling

Jimly Asshiddigie, Perbombungan dan Konsolidasi Lembaga Nepara Pasca Reformai, Sekretarns
“Zeral dan Bepamteraan Mabkkamah Konstitesi BL Jakeriz, 2006, hal, v.

U bid, Tial, wii.



bersenuhan. Kedudukan ketiga organ terscbut pun sederajat dan saling mengendalikan
satu sama lain sesual dengan prinsip checks and balances”.

Masyarakat yang semakin berkembang menghendaki negara memiliki struktur
organisasi yang lebih responsif terhadap tuntutan mereka. Terwujudnya efektifitas dan
efisiensi baik dalam pelaksanaan pelayanan publik maupun dalam pencapaian tujuan
penyelenggaraan pemerintahan jupa menjadi harapan masyarakat yang ditumpukan kepadsa
negard. Perkembangan tersebut memberikan pengarub terhadap struktur organisasi negara,
termasuk bentuk serta fungsi lembaga-lembaga negars. Sebagai jawaban alas tuntutan
perkembangan tersebut, berdirilah lembaga-lembaga negara baru yang dapat berupa dewan
leonneill, komisi (commission), komile (committee), badan (bogrd). atau  olorila
authorite)”.

Dalam kenteks negara Indonesia, kecenderungan munculnya lembaga-lembaga
megara baru tersebut terjadi sebagai konsekuensi dilakukannya perubaban terhadap UUD
“egara RI Tahun 1945, Lembaga-lembaga baru itu biasa dikenal dengan istilah seare
swxifiary organs atau stave anxiliary institutions vang dalam bahaza Indonesia diartikan
=nagal lembaga negara bantu dan merupakan lembaga negarn yang bersifat sebapai
--.-nur:ju.ng’- Kehadiran lembagn negara bantu semakin banyak lerjadi pasca-perubahan

LT} Negara RI Tahun 1945%,

Berbagai lembaga negara bantu tersebul tidak dibentuk dengan dasar hukum yvang

cragam. Beberapa diantaranya berdirt atas amanat konstitusi, pamun ada pula vang

sipereleh legitimasi berdasarkan undang-undang ataupun keputusan presiden. Salah

<

“Ihid,
“thid, Tl ¥li-vii,
“Mhicd. Il wii,

Timly Asshiddigie, Sebungan Antae Lembasa Negara Paseo Perhahan UUD TW45 tersedia di
T owew indemespeood, diakses taeral 28 Oktober 2008,
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BABIV
PEMNUTUP
A, Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan pada bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan sebagai
erikui:

| KPR merupakan lembaga negara lain di samping lembaga-lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, UUD
MNegara RI Tahun 1945 tidak lagi membedakan antara lembaga tinggi dan tertingo]
negar, sehingga lembaga-lembaga negara yang kewenangannva diberikan vleh ULD
1945 merupakan lembaga-lembaga vang memiliki kedudukan sejajar satu sama lain.
KPK yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang. sepanjang kewenangan ity
tidak bertentangan dengan LUIY, maka harus dipandang sebagai lembaga negara vang
berkedudukan sejajor dengan lembaga-lembags negarn fain seperti MPR. Presiden.
DPR, dan lain-lain vang kewenangannya diberikan oleh UL, sebab bukan berart
KPK vang tidak ditempatkan dalam UUD Nepara BRI Tahun 1945 tidak MEmMpUnyai
kedudukan bukum atau inkonstitusional, karena sifat konstitusional seain lernbags
dapat dilibat dari fungsinya dalam melaksanakan lugas dan wewenang atas nama
negara, Pembentukan KPK disnggap penting secara konstitusional ifan termasuk
lembaga  yang funpsinya  berkaitan dengan  kekussaan  kehakiman schagaimanz
dimaksud oleh Pasal 24 Ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945, Keberadaan lembagza
negars ada vang tercantumn di dalam ULD Megara 11 Tahun 1945 dan ada pula yang
tidak tercantum dalam UUD Negara RI Tahun 1945 melainkan dibentuk berdasarkan
undang-undang. termasuk  KIPK sehagai sehuah lembaga negara bantu. Dengan
demikian. keberadaan lembaga KPK sceara yuridis adalah =ah berdasarkan konstitusi

dan secara sosiologis telah menjadi sebuah kebutuhan bangsa dan MEZara.



Dalam melaksanakan tugas dan wewensngnya KPE tidak weduk/herada di bawah
kekuasaan manapun juga. Meskipun dalam  melaksanakan tugas-lugasnya KPE
mereduksi kewenangan Kejaksaan dan Kepolisian, vang merupakan bagian dar
kekussaan eksekutif dan bergantung kepada kekuasasn eksekutif dalam kaitan denpan
masalah keorganisasian, tetapi KPK tidak bertanggung jawab kepada Presiden sebagzal
pimpinan Jembaga eksekutif, Pimpinan KPK yang dipilih olch lembapa legislatf
(DPR), bukan berarti menjadikan KPK berada di bawah kekuasaan DPR. sehab hal
lerscbut  hanva merupakan persvaratan pembentukan suatu lembaga nepara saja,
dimana pimpinan KPK dipilih oleh DPR untuk seterusnya ditetapkan oleh Presiden
sebagal Kepala Negara, KPK bukan juga bagian atau berada di bawah kekussaan
vudikabif. akan tetapi tugas-tugas  dan wewenang vang dimiliki oleh KK
menjadikannya lembaga yang berhubungan dengan kekvasaan vidikatif. Kemandirian
yang bebas dari kekuasaan manapun yang dimiliki oleh KPK dalam melaksanakan
tugas dan wewenangnya untuk menghilangkan colflict of fmrerest dalam did KPE
sendiri, schab dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, pihak-pihak vang
paling potensial untuk diselidiki. disidik, ataw dituntet oleh KPK adalah pihak-pihak

rang memegang atal melaksanakan kekuasaan nepara.

Saran

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya seria kesimpulan seperti telah

saikan di atas, saran vang dapat diberikan adalah sehg pai berikur;

Melakukan perubahan terhadap UUD Negara R1 Tahun 1945, khusus mengenai
bedudukan lembaga negara bantu. Keberaduan dan kedudukan lembaga negara bants
perlu diperkuat dengan diatur di dadam konstitusi, seperti halnya di Afrika Selatan dan

Mhailand. schingga mendapatkan legitimasi yang kual. sebab pengaturan KPK sebapai
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